ABSTRAK

Skripsi Dengan Judul "PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA RESTORAN DI
TULUNGAGUNG. DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN FIKIH SIYASAH". Ini ditulis oleh Dzifry Diaro
Mandahaqi, NIM 126103211043, Program Studi Hukum Tata Negara.
Dosen Pembimbing Yusuf Mardhani, SH.MH.

Kata kunci: Sanksi Administrasi, Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7
Tahun 2019, Pajak Daerah, Fikih Siyasah.

Penelitian ini memuat konteks penelitian dengan berlakunya Peraturan
Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 yang mengatur
tentang Pajak Daerah, khususnya yang berkaitan dengan pajak-pajak yang
dikenakan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak di Kabupaten Tulungagung.
Perda ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari
pajak, yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik
di Kabupaten Tulungagung.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi administratif
terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak
pada usaha restoran di Tulungagung berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019
tentang pajak daerah, dan bagaimana peran pemerintah daerah Tulungagung dalam
memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak restoran serta upaya untuk
meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris dan
Fikih Siyasah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
observasi, wawancara, dan dokumentasi di Bapenda Kabupaten Tulungagung.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data,
kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak Pemerintah
mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan tentang pelanggaran wajib pajak
yang disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya, salah satunya sanksi
administratif. Sanksi administratif dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang
sifatnya ringan dalam bentuk denda, bunga, serta peran pemerintah terkait
sosialisasi pajak kepada khususnya pengusaha restoran dengan meberikan arahan
serta mensosialisasikannya kepada wajib pajak agar patuh dan taat membayar pajak
yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah Tulungagung.
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ABSTRACT

Thesis entitled "APPLICATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS
TOWARDS TAXPAYER NON-COMPLIANCE IN RESTAURANT
BUSINESSES IN  TULUNGAGUNG. (REVIEWED FROM
TULUNGAGUNG REGENCY REGULATION NUMBER 7 OF 2019
CONCERNING REGIONAL TAXES AND FIQIH SIYASAH)" was
written by Dzifry Diaro Mandahaqi, NIM 126103211043, State
Administrative Law Study Program. Supervisor Yusuf Mardhani SH.MH

Keywords: Administrative Sanctions, Tulungagung Regency Regulation
Number 7 of 2019, Regional Taxes, Fikih Siyasah.

This study contains the research context on the implementation of Regional
Regulation (Perda) of Tulungagung Regency Number 7 of 2019 which regulates
Regional Taxes, especially those related to taxes imposed by the regional
government on taxpayers in Tulungagung Regency. This Perda aims to increase
regional revenues from taxes, which will be used to finance development and public
services in Tulungagung Regency.

The Focus of This Research Is how is the application of administrative
sanctions against taxpayer non-compliance in increasing taxpayer compliance in
restaurant businesses in Tulungagung based on regional regulation number 7 of
2019 concerning regional taxes, and what is the role of the Tulungagung regional
government in providing socialization to restaurant taxpayers and efforts to increase
awareness of the importance of paying taxes.

The research method used in this study uses the Empirical type. Using the
Juridical-Empirical and Figh Siyasah approaches. Data collection techniques used
in this study were observation, interviews, and documentation at Bapenda
Tulungagung Regency. Data analysis techniques used in this study were data
collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The
results of this study indicate that taxpayers The government issues laws and
regulations regarding taxpayer violations that are adjusted to the level of violation,
one of which is administrative sanctions. Administrative sanctions are imposed for
minor violations in the form of fines, interest. As well as the role of the government
regarding tax socialization, especially to restaurant entrepreneurs, by providing
direction and socializing it to taxpayers so that they comply and obey in paying the
taxes that have been set by the Tulungagung regional government.
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